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PRINSIP PENILAIAN
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Perbaikan berkelanjutan
Hasil penilaian digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi secara terus
menerus, melalui siklus rencanakan, laksanakan, monitoring dan evaluasi serta lakukan perbaikan

Kejujuran dalam penilaian
Untuk memotret/menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara akurat sesuai dengan kondisi yang 
senyatanya dalam praktik, diperlukan kejujuran dalam melakukan penilaian. 

Rekayasa/ketidakjujuran justru tidak akan dapat memberikan informasi mengenai perbaikan-perbaikan
berkelanjutan yang harus dilakukan.

Terdokumentasikan
Seluruh proses pelaksanaan reformasi birokrasi harus didokumentasikan dengan baik sesuai dengan siklus
rencanakan, laksanakan, monitoring dan evaluasi serta lakukan perbaikan.

Pembuktian oleh Stakeholder
Stakeholder dilibatkan dalam survey eksternal (pelayanan publik dan persepsi korupsi) dan survey internal 
sehingga muncul pengakuan terhadap RB yang telah dilaksanakan
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CATATAN PENTING !!!

SIMPULAN SEMENTARA
Hasil penilaian ini masih sementara berdasarkan verifikasi lapangan dan data tambahan yang 
diserahkan ke tim Evaluator.

Nilai akhir akan ditetapkan pada saat panel evaluator.

MASIH TERBUKA UNTUK PERBAIKAN
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR masih memiliki kesempatan yang terbuka untuk 
melakukan perbaikan/penyempurnaan yang akan dapat merubah penilaian ini, sampai dengan saat 
panel evaluator berakhir. 

SAMPAI SAAT  SEBELUM CLOSING
Penyerahan data perbaikan/penyempurnaan masih dapat diterima sebelum closing pembahasan 
panel evaluator. Untuk itu komunikasi pihak Sekretariat Jenderal dan badan Keahlian DPR dengan tim 
evaluator tetap diintensifkan.
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KERANGKA LOGIS EVALUASI RB 
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KEKURANGAN/KELEMAHAN ATAS 
KOMPONEN PENGUNGKIT PELAKSANAAN 

REFORMASI BIROKRASI 
YANG PERLU SEGERA DISEMPURNAKAN
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1. Penataan Manajemen Perubahan

■ Potret saat ini:

1. Penetapan dan pelatihan agen perubahan 

2. Melakukan Persiapan PMPRB 

3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi RB 

4. Sosialisasi Road Map dan Quick Wins Pembangunan aplikasi SIPANLAK 

serta Pengembangan Sistem Informasi Data Statistik Perjalanan Dinas

Luar Negeri

5. Internalisasi program Reformasi Birokrasi 
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1. Penataan Manajemen Perubahan

■ Hal yang perlu diperbaiki:

1. Memberikan target terukur untuk agen perubahan serta pelatihan yang 

memadai

2. Mendiagnosa kembali kesenjangan dan mengelola penolakan yang 

terjadi dalam pelaksanaan manajemen perubahan

3. Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berhasil

mengimplementasikan perubahan dengan baik

4. Menetapkan quick wins dan melaporkan perkembangan capaiannya

sesuai Permenpan 13 Tahun 2011

5. Melakukan sinkronisasi antara rencana aksi yg disampaikan dalam

PMPRB dengan Laporan RB
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2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Potret saat ini:

1. Prolegsek sudah ada dan sudah berjalan namun laporannya masih akan

dibuat di akhir tahun karena evaluasi prolegsek sedang berlangsung,

2. Telah melaksanakan reintegrasi dengan BPHN,

3. Terdapat pedoman untuk memprioritaskan peraturan yang akan dikaji

dan dianalisa dari unit pengusul.

Hal yang harus diperbaiki:

Membuat laporan atas prolegsek tahun 2018-2019
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3. Penataan dan Penguatan Organisasi

■ Potret Saat ini:

1. Sudah dilakukan evaluasi kelembagaan sesuai dengan PerMenpan

Nomor 20 Tahun 2018 di lingkungan Setjen dan BK DPR RI

2. Penataan organisasi di Setjen DPR didukung dengan pembangunan

aplikasi sistem penataan organisasi, dan sudah berjalan dari tahun

2017, namun belum diketahui sejauh mana efektifitas dari

perkembangan aplikasi tersebut
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3. Penataan dan Penguatan Organisasi

■ Hal yang perlu diperbaiki:

1. Melakukan monev hasil kelembagaan yang dikaitkan dengan

proses bisnis instansi, dan dibentuk menjadi laporan,

2. Melakukan monev terhadap penggunaan aplikasi sitem penataan

organisasi.

3. Kedua hal tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

efektifitas dan efisiensi dari Setjen DPR

12



4. Penataan Tatalaksana

■ Potret saat ini:

1. Memiliki aplikasi yang digunakan untuk memonitoring aplikasi

yang dibangun oleh internal Setjen DPR sendiri

2. Nilai SPBE masih 1.67

3. Telah mengalihmediakan arsip-arsip menjadi berbasis IT
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4. Penataan Tatalaksana

Hal yang perlu diperbaiki :

1. Aplikasi yang dibangun oleh pihak ketiga belum bisa dipantau

kebermanfaatannya oleh Setjen DPR

2. Terus melakukan monitoring terhadap semua aplikasi yang telah

dibangun sehingga aplikasi yang sudah dibuat tetap digunakan sesuai

dengan tujuan awal dibuatnya dan tidak terbengkalai

3. Menyelesaikan peta proses bisnis sesuai dengan Permenpan 19 2018

4. Meningkatkan nilai SPBE

5. Melaksanakan evaluasi atas efektivitas dan efisiensi atas SOP yang 

telah dibuat
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5. Penataan Sistem Manajemen SDM
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Potret Saat ini:

1. Sudah menetapkan Analisa Jabatan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor

827/SEKJEN/2018 dan Analisa Beban Kerja dalam Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor

967/SEKJEN/2018

2. Kamus Kompetensi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan telah disusun yaitu Persekjen DPR

RI No. 12 Tahun 2018 tentang Kamus Kompetensi Jabatan Di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI

dan Persekjen DPR RI No. 21 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan Di Lingkungan

Setjen dan BK DPR RI

3. Assessment pegawai sudah berbasis aplikasi (e-assessment dalam aplikasi e-siap dan sudah

dilakukan pada jabatan struktural dan fungsional)

4. Telah dilakukan Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai bersama dengan

pihak ketiga namun hasilnya belum seluruhnya dilaksanakan;

5. Sistem Informasi Kepegawaian Setjen DPR telah dibangun berbasis teknologi yang memudahkan

dalam mengakses database pegawai (SIMPEG: https://portal.dpr.go.id: e-absensi, e-disiplin, e-

ppkp, e-siap)

6. Sudah terdapat peraturan kode etik berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor

03/PER-SEKJEN/2012, namun belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya



5. Penataan Sistem Manajemen SDM
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Hal yang perlu diperbaiki:

1. Untuk mempercepat terlaksananya merit sistem, agar Setjen DPR menerapkan
seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Permen. PANRB No. 40 Tahun
2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara;

2. Mengimplementasikan aturan tentang Pedoman Manajemen Talenta dan Pedoman
Pola Karier PNS di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI

3. Agar melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai
berbasis kompetensi secara berkala;

4. Meningkatkan penilaian kinerja pegawai secara berkala (setiap bulan / triwulan),
kemudian manfaatkan hasil penilaian kinerja tersebut untuk menjadi bagian dari
dasar perhitungan pemberian tunjangan kinerja;

5. Menindaklanjuti kebijakan tentang penyederhanaan Eselon III dan IV ke dalam
jabatan fungsional



Langkah strategis dan konkret penyederhanaan birokrasi

Pidato pelantikan presiden pada tanggal 20 Oktober 2019 salah satunya menyebutkan:

Perlunya dilakukan penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 level dan mengganti/ mengalihkan
jabtan tersebut dengan jabatan fungsional yang berbasis kepada keahlian/keterampilan dan 
kompetensi tertentu

Sebagai tindaklanjut arahan tersebut: Menteri PAN dan RB telah mengeluarkan:

SE MENTERI PAN DAN RB NOMOR 386 TAHUN 2019 TANGGAL 13 NOVEMBER 2019 TENTANG 
LANGKAH STRATEGIS DAN KONKRET PENYEDERHANAAN BIROKRASI

Ditujukan kepada Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian

1. Melakukan identifikasi dan pemetaan jabatan structural yang akan disederhanakan menjadi
jabatan fungsional paling lambat selesai pad aminggu ke IV bulan Desember 2019

2. Proses transformasi jabatan structural ke jabatan fungsional paling lambat pada minggu ke IV 
bulan Juni 2020
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6. Penguatan Akuntabilitas

■ Potret saat ini:

1. Telah dilakukan berbagai pengembangan dalam Manajemen Kinerja

namun masih perlu perbaikan

2. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen

kinerja

3. Pembangunan SAKIP untuk mencapai sasaran penilaian LAPKIN “A” pada 

2019
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6. Penguatan Akuntabilitas

Hal yang harus diperbaiki:

■ Merevisi renstra dan PK yang masih berorientasi output seperti

Tersedianya dokumen persidangan komisi dan paripurna. Seharusnya Biro 

Persidangan kinerjanya adalah seberapa efektif memberikan support 

dalam persidangan sehingga memberikan kepuasan kepada para anggota

■ Pada unit Deputi Persidangan indikator/ukuran keberhasilan tidak hanya

sebatas pemenuhan materi sidang tetapi perlu menambahkan ukuran

keberhasilan berupa Indeks Kepuasan anggota Dewan atas kesiapan

pelaksanaan sidang-sidang sesuai dengan kinerja Deputi Persidangan
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1. Perencanaan Kinerja

Catatan:

1. Belum tersedia informasi mengenai Indikator

Tujuan dan Target akhir renstra atas indicator 

tujuan tersebut

2. Penyajian Tujuan dan sasaran belum

mengkaitkan Tujuan dan Sasaran

3. Indikator Opini BPK, dan Indeks RB belum

dikawal pada Renstra Setjen dan BK DPR 



1. Perencanaan Kinerja

Catatan:

1. Penentuan target pada Perjanjian Kinerj belum memperhatikan capaian Realisasi Kinerja tahun

sebelumnya. Misalnya pada PK 2019 target Indeks kepuasan adalah 67,5 sedangkan pada Laporan

Kinerja dinyatakan bahwa Indeks Kepuasan sudah mencapai 82,04



1. Perencanaan Kinerja

Catatan: 

1. Kinerja Inspektorat utama yang dilampirkan pada Renstra kurang cukup karena belum memuat

“Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, Opini BPK, Predikat SAKIP“ dimana Inspektorat Utama adalah terlibat

dalam upaya pencapaiannya

Catatan: 

Masih terdapat Indiaktor Kinerja dengan kualitas Output pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal yang 

seharusnya berkualitas outcome, yaitu indikator sasaran 4 “Pegawai yang mendapatkan diklat”



Evaluasi Kinerja Internal dan Pelaporan Kinerja

Evaluasi Kinerja Internal

1. Tim belum mendapatkan informasi yang cukup bahwa Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja

(bukan monev anggaran/output kegiatan) telah dilakukan pemantauan/monev secara berkala, minimal 

triwulanan.

2. Untuk mempermudah dan memastikan pemantauan/monev atas disarankan membangun Sistem

Informasi Kinerja

Pelaporan Kinerja

Disarankan untuk Laporan Kinerja selanjutnya Capaian Kinerja yang capaian di atas 110% dilakukan analisis

mengapa realisasi jauh diatas target, karena deviasi normal adalah 10% diatas dan dibawah target



7. Penguatan Pengawasan

■ Potret saat ini:

1. Selain terus melakukan sosialiasi, Setjen dan BK DPR RI juga telah melakukan evaluasi

atas penanganan gratifikasi, WBS dan benturan kepentingan namun belum

ditindaklanjuti seluruhnya

2. Pelaporan LHKPN sudah 100% dan LHKASN juga hampir 100% 

3. Telah mengajukan dua unit zona integritas menuju WBK/WBBM namun belum bisa

ditetapkan dengan predikat WBK/WBBM di tahun 2019
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7. Penguatan Pengawasan

■ Hal yang perlu diperbaiki:

1. Penerapan Kebijakan gratifikasi disarankan membentuk UPG di setiap Deputi/unit 

sehingga pelaporan gratifikasi dapat terimplementasi ke unit kerja

2. Selain telah melakukan monitoring evaluasi kebijakan benturan kepentingan, 

diharapkan juga untuk membuat peta identifikasi benturan kepentingan pegawai

3. Melakukan bimbingan lebih lanjut dalam pembangunan Zona Integritas pada unit-unit 

yang telah dipilih Tim Penilai Internal terutama pada inovasi dan implementasi

penanganan Gratifikasi, WBS, Benturan Kepentingan dan pengaduan masyarakat.
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8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

■ Potret saat ini:

1. Standar Pelayanan sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan 
Sekjen Nomor 1713/SEKJEN/2018 tentang Penetapan Maklumat dan 
Standar Pelayanan di Lingkungan Setjen dan Badan Keahlian;

2. Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik untuk 2019 
sudah disusun;

3. Aplikasi untuk lebih mendekatkan kepada publik seperti DPR RI, 
DPRNow, DPR PPID, dan yang terbaru DPR e-Library sudah dibuat
dan beberapa di monitor dengan baik;
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8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

■ Hal yang perlu diperbaiki :

1. Memformalkan standar pelayanan yang sudah ada menjadi sebuah

peraturan yang lebih mengikat;

2. Tindak lanjut atas rencana aksi yang sudah disusun di awal 2019 dibuat

pelaporannya minimal setiap satu semester sebagai bentuk pengendalian

atas rencana yang sudah disusun dan sejauh mana proses berjalan;

3. Mensosialisasikan kembali aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh Setjen

DPR dan BK terutama kepada masyarakat selain sebagai upaya untuk

menyebarluaskan informasi, juga berfungsi sebagai media untuk

pengaduan apabila menemui tindakan kurang sesuai dari anggota DPR;

4. Hasil survey kepuasan pelayanan baik dari anggota DPR atau dari

masyarakat sebaiknya di publish di web DPR sebagai media informasi

satu-satunya dari DPR kepada masyarakat
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TERIMAKASIH
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